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PEMERINTAI{ KABUPATEN KATINGAN

DINAS PEIYDIDII(AN
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda KM 4, KASONGAI{

KEPUTUS$I KEPALA DINAS PENDIDIKATI
KABUPATEN KATINGANI

NOMOR . ALEWIDISDII(/2016

TENTAI{G

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA )

SMA KRISTEN KASONGAN

Alamat : JL. SEMADI NO.01 KASONGAI\I BARU
KECAMATAI\I KATINGAI\ HILIR

KABUPATEN KATINGAII

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABT]PATEN KATINGAI{'

: a. bahwa dalam rangka perluasan daya tampung, pemerataan dan

kesempatan memperoleh layanan pendidikan khususnya pada jenjang

Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Katingan, dipandang perlu

memberikan Ijin operasional kepada sekotah Menengatr Atas (sMA)
KRISTEN KASONGAN di Kecamatan Katingan Hilir;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimakspd pada huruf a di atas

perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Katingan.

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AOZ tentang Pembsntulmn

Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten sukamarq
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4180);

Z. Undang-Undang Nomor-2O Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

78, Tambalran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



/

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tanrbatran fumbaran Negara Republik Indonesia Nomor M37)
sebagaimana telatr diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tafuun

2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2005 tentang Penftahan Atas Undang-Undang Nomor 32

Tatrun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan LembaIlan Negara Republik Indonesia Nomor 4548),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubalran Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tattun

2004 telrtang Pemedntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tanrbatran Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a8A0;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2004 Nomot 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38},

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perahran
peffi5an Pennrdang-Undangan (trmbaran Negara Repubtik Indonesia

Ta6un 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembanan Negua Republik krdonesia

Nomor5234);

6. Peratgran PemerintahNomor 72Tatlrr. 191 tentang Pdidikm Ltrr Biasa

o"embaranNegara Republil. ftdonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tanbahan

Irrnbaran Negra Republik Indonesia Nomor 3460);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 41, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4a9O;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2A07 ,f)nturg Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintalran Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7 37);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (fumbaranNegamRepublik trndonesia Tahun 2008 Nomor 91,

Tanrbalran trnrbaran Negara Republik Indonesia Nomor a864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Tahun 2010 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5157);
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15.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Katingan (t"ernbmn Daemah Kabrryaten Katingpn Tatnn 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tatrun 2008 Nomor 5) sebagaimana diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tatrun 2011 tentang Organisasi

dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);

Pe,raturan Da€rah Nomor 3 Tallm 2009 tentang Re,lrcana PenrbangUnan

Jangka Mene,ngah DaErah Kabr4aten Katingan Tahun 2008-2013

(t-ernbaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 3);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
50 Tahun 2007 tentang standar Pengelolaan Pendidikan oleh

Pemerintah Daeratr;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010

tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060N12002 tentang

Pedoman Pendirian Sekolatr;

MEMUTUSKAN:

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
KRISTEN KASONGAN MULAI TAHUN PELAJARAN 201612017.

Memberikan persetujuan/Ijin Operasional Penflenggaraan pendidikan

kepada:

1. Nama Sekolah : SMA KRISTEN KASONGAN

2. Alamat : JL. Semadi No. 01 Kasongan Baru

Penyelenggaftun pendidikan harus berpedoman pada peraturan

perundangan yang berlaku, termasuk penggunaan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) yang ditetapkan pemerintatr.

Pihak YayasanlPenyelenggara Pendidikan berkewajiban menyediakan

Sarana dan prasarana sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan serta

Biaya Operasional Sekolah secaxa mandiri.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA



KEEMPAT

Ditetapkan di Kasongan
padatanggal26 Mei z0rc.

KepaIa Dinas Pendidikan
$atingan,

19690601 199702 I 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktrn Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Dirjen Dilmen, Kemendi}btd di Jaka@
3- Gubemur Kalirnantan Tengah di Palang|<a Raya;

4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

5. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;

6. Sekrearis Daerah Kabrrpaten Katingan di Kasongan
Up. a. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

b. Kepala Bagian Hukum
c. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah

7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daeratr Kabupaten Katingan di Kasongan;

9. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
lO. CamatKatinganHilir; t

I l. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkag dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.
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